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Perbuatan hukum penerima hibah setel ah terlaksananya hibah sebaiknyatidak bertentangan dengan Pasal
1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena adanya hak bagi pemberi hibah untuk melakukan
penarikan kembali dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Dengan adanya suatu
putusan pengadilan yang menyatakan hibah batal maka objek hibah tersebut akan kembali menjadi milik
pemberi hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris untuk membatalkan akta
hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah
penerima protokol terhadap pembatal an akta hibah. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yang
mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada sertatipologi penelitian
yang preskriptif, penelitian menghasilkan bahwa notaris tidak memiliki kewenangan sedikitpun untuk
membatal kan akta hibah yang dibuat oleh Pgjabat Pembuat Akta Tanah karena kedua pejabat tersebut
memiliki payung hukum yang berbeda. Selain itu sebaiknya hakim mengubah redaksional putusannya. Di
samping itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah penerima protokol berkewajiban hanya menyimpan dan
memelihara protokol sehingga apabila diperlukan oleh masyarakat dapat dengan mudah ditemukan.
Disarankan bagi para hakim dan calon hakim agar lebih mendalami ilmu kenotariatan supaya dapat
membedakan kewenangan masing-masing pejabat tersebut. Disarankan juga bagi Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur mengenai jangka waktu penunjukan pejabat
penerima protokol.

...... Thelegal actions taken by the grantee after the grant has been executed should not contradict Article
1688 of the Civil Code because the grantor has the right to revoke the grant by filing a cancellation request
to the court. With a court decision that cancelled the grant, the granted object will revert to the ownership of
grantor. This study aimsto analyze the authority of notary to annul a grant act made by land deed official
and the responsibilities of the Land Deed Official who received the protocol for a cancelled grant. Using a
doctrinal research method based on legislation and existing literature as well as using prescriptive typology,
the research concludes that a notary does not have the authority to cancel grant act made by the Land Deed
Official because these two officials operate under different legal frameworks. Furthermore, it is suggested
that the judges should amend the wording of their decision to state that grant act is null and void.
Additionally, the Land Deed Official as the protocol recipient is only obliged to store and maintain the
protocol that easily accessed when needed by the public. It is advised for judges and prospective judges to
deepen their knowledge of notarial law to distinguish the authority of each official. The Ministry of Agrarian
and Spatial Planning/National Land Agency is also advised to regulate the appointment period of the
protocol recipient official.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920539271&lokasi=lokal

